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Latar Belakang, Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Kawasan Perbatasan merupakan kawasan yang berorientasi
Outward Looking, pintu gerbang aktivitas ekonomi dan
perdagangan dengan negara tetangga.

Visi Indonesia 2045:
“Berdaulat, Adil, dan Makmur”

Infrastruktur PUPR menjadi pemicu pengembangan wilayah di
pulau-pulau besar, perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar.

Diperlukan kebijakan dan strategi dalam keterpaduan
pembangunan infrastruktur PUPR untuk menjembatani
program dalam berbagai dokumen perencanaan agar dapat
implementatif

Latar Belakang Maksud

Menyusun kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung
keterpaduan dan memacu pertumbuhan di pulau-pulau besar, kawasan
perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar

Tujuan

Tersedianya kebijakan dan strategi dalam rangka keterpaduan
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat,
untuk implementasi pengembangan pulau-pulau besar, kawasan
perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar

Sasaran

Isu strategis permasalahan di pulau-pulau besar, kawasan
perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar

faktor pendorong dan potensi pengembangan di pulau-
pulau besar, kawasan perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam 
penanganan kawasan perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

Pembagian kewenangan dalam penanganan di 
perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar

Diskusi-diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan 
terkait dukungan infrastruktur



Ruang Lingkup Wilayah
Seluruh wilayah 
Indonesia pada 
Kawasan 
Perbatasan dan 
Pulau-Pulau 
Terluar

Melakukan 
pengumpulan data 
pada beberapa 
PLBN yaitu:

PLBN Skouw, 
Prov.Papua

PLBN Nanga
Badau, 
Prov.Kalbar

PLBN Motaain
Prov.NTT

Prov. Aceh

Sumber: RTRWN (PP 13/2017
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Kebijakan Titik Berat Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar

RTRWN
PP 13/2017

Kawasan strategis nasional dari sudut pertahanan dan keamanan meliputi 9 
kawasan perbatasan negara

RPJM Nasional 2020-2024
Perpres 18 Tahun 2020

Misi Ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan
Agenda 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan 
menjamin pemerataan

RTR Kawasan Perbatasan  Aceh, 
Kalimantan, Nusa Tenggara 
Timur, Papua

Menegakkan kedaulatan negara (hankam) dan pertumbuhan ekonomi

Visi Indonesia Maju 2045 Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah

Percepatan Pembangunan 7 
PLBN
Inpres 6/2015

Pembangunan 7 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Kawasan 
Perbatasan di 3 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan 
Papua

Percepatan Pembangunan 11 
PLBN
Inpres 1/2019

Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Kawasan 
Perbatasan di 5 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan 
Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua

Visium PUPR 2030 Bendungan Multifungsi, jalan mantap, Smart Living
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Strategi Pembangunan Wilayah Tahun 2020-2024
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Sumber: BPIW, 2020

Dukungan infrastruktur ketahanan air (penyediaan air baku untuk kawasan 
prioritas, yang salah satunya difokuskan pada Pulau 3T. 1

Pendekatan melalui koridor pemerataan dengan mengutamakan 
pengembangan wilayah penyangga (diantarnya yaitu: desa, kawasan 
perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau 3T) 
yang berada di pusat pertumbuhan

3

Peningkatan aktivitas ekonomi produktif di Wilayah 3T 2

Konektivitas: peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung 
pengembangan wilayah melalui pembangunan jalan lingkar/trans pulau 
terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan.
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Kabupaten Belu Keterangan

Luas wilayah 1 284.94 km²

Penduduk 226.039 jiwa

Laju Pertumbuhan 
Penduduk 2018-2019

0.7 %

Kepadatan Penduduk 176 per km²

IPM 62,54

PDRB (ADHB)
4.480.06 Triliun 

Rupiah

Kabupaten Kapuas 
Hulu

Keterangan

Luas wilayah 29 842 km²

Penduduk 263.207 jiwa

Laju Pertumbuhan 
Penduduk 2010-2019

0.75 %

Kepadatan Penduduk 9 per km²

IPM 65,03

PDRB (ADHB) 6.438.807 Juta 
Rupiah

Kota Jayapura Keterangan

Luas wilayah 940 km²

Penduduk 300.192 jiwa

Laju Pertumbuhan 
Penduduk 2010-2019

0,27 %

Kepadatan Penduduk 449,02 per km²

IPM 80,16

PDRB (ADHB) 32,6 Triliun 
Rupiah

Kota Lhouksemawe Keterangan

Luas wilayah 181.,06 km²

Penduduk 207.202 jiwa

Laju Pertumbuhan 
Penduduk 

1,93 %

Kepadatan Penduduk 1.144 jiwa per km²

IPM 77,3

PDRB (ADHB)
8907.08 Miliar 

Rupiah

PLBN Motaain

PLBN Skouw

PLBN Nanga 
Badau

Lhokseumawe
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PLBN Skouw

PLBN Nanga 
Badau

PLBN Motaain

Lhokseumawe

IPLT, TPA

Rusunawa ASN

Terminal type A dan type B
Bendungan Silat

5 SPAM IKK (Bika, Manukung, Nanga 

Kalis, Nanga Suhaid, Embaloh; TPA 

Putusibau

Terminal bus Kedamin & Badau

Bendungan Haekrit & Haliwen

2 SPAM IKK (Lamaknen & Lasiolat); 

IPAL Asrama Kodim

Rusunawa Kejaksaan & TNI AD

1 SPAM (Skouw); IPLT Jayapura; TPA 

Kova Koso

6 Rusunawa Bucen TNI AD, BWS 

PUPR, Lantamal, Polda, Polri, Univ. 

Sains & Teknologi Jayapura

3 Terminal type C (Entrop, Jayapura/ 

Maesan, Youtefa)
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PLBN Skouw

PLBN Nanga 
Badau

PLBN Motaain

Lhokseumawe

2019: Jalan Batas Sekayam - Rasau

2019: Jalan Sejajar Perbatasan Nanga 

Era - Kaltim

2019: SPAM IKK Putusibai Selatan

2019: Rusun ASN Kapuas Hulu

2019: Jalan Akses Holtekamp

2019: Jembatan Pendekat Holtekamp

2019: Pengembangan Kawasan 

Permukiman Perdesaan Prioritas

Nasional Kampung Holtekamp

2019: PBL Kws Jembatan Holtekamp

2019: S & P Penunjang PLBN terpadu

Skouw

2019: Pembangunan Jalan Motaain-

Haikesak

2019: Pengembangan Permukiman

Perdesaan Kawasan atambua Barat

2019: Pembangunan SPAM Kap. 20 

L/det untuk Kws Perbatasan
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Pendekatan keamanan dipergunakan dalam pengembangan wilayah perbatasan karena memandang Wilayah
Perbatasan antarnegara sebagai kawasan strategis yang merupakan batas kedaulatan negara yang harus
dilindungi terutama terhadap munculnya konflik dengan negara tetangga.
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Pendekatan Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara
Sumber: BNPP, 2014 dalam M.Yogie S, 2015
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Pendekatan Keamanan (Security Approach). 

Kawasan perbatasan diharapkan dapat menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat sehingga dapat
mendorong percepatan pembangunan ekonomi seluruh kawasan

Pendekatan Kesejahteraan (Prosperity Approach)

Pendekatan lingkungan merupakan pendekatan yang mempertimbangan aspek keberlanjutan ekologis
sebagai unsur pengelolaan kawasan perbatasan.

Pendekatan Lingkungan (Ecology Approach)
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Interaksi lintas batas antar negara, Martinez (1988) : empat model interaksi perbatasan dan tingkat kematangan

hubungan kedua negara. Semakin matang hubungan kedua negara maka semakin terbuka wilayah perbatasan.

Ilustrasi dibawah ini dapat membantu menjelaskan hubungan interaksi resiprokal antara dua negara, A dan B.

Alienated borderland Coexistent borderland

Country B

Country A

Interdependent borderland Integrated borderland

Country A

Country B

Country A

Country B

Model Alienated borderland
Tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang,
konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama,
perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik

Model Coexistent borderland
Konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan
meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan
dengan masalah kepemilikan sumberdaya strategis di kawasan perbatasan

Interdependent borderland
Kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang
relatif stabil. Penduduk kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara
terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan
dan kurang lebih dalam tingkat yang setara.

Integrated borderland
Kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh
menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah
persekutuan yang erat
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Juni AgstsJuli Sept Okt Nov

• Penyiapan desain
survey

• Perumusan isu dan 
kebijakan

• Inventarisasi kebijakan
terkait perbatasan dan 
PPKT

• Desk study terkait 
kebijakan nasional, 
sector dan rencana 
pembangunan

• Penyusunan profil  
Kawasan PLBN dan 
PPKT

• Kompilasidata
• Isu-isu  strategis  

kawasan

• Pengumpulan data
& informasi (survei
instansi & lapangan)

FGD 1 Penjaringan 
Masukan Ilmiah 
(Bandung):
• Best Practise 
• Teori-teori 

pengembangan 
wilayah

Perumusan konsep Jasktra
▪ Jakstra Pulau-pulau 

Besar
▪ Jasktra Pulau-pulau Kecil 

Terluar
▪ Jakstra Perbatasan

Perumusan Jakstra
▪ Jasktra Infrastruktur 

Pulau
▪ Jasktra Infrastruktur 

Perbatasan dan PPKT 

Mei

Analisis

• Analisis Kewilayahan Pusat Pertumbuhan
• Analisis Infrastruktur
• Sistem penggunaan lahan
• Analisis Pembiayaan dan Kelembagaan 

Infrastruktur
• SDA & fisik lingkungan
• Sosial budaya
• Kependdukan
• Ekonomi & sektor unggulan
• Sistem jaringan transportasi
• Sumber daya buatan
• Kondisi lingkungan binaan

FGD 2 Penjaringan 
Masukan Sektor:
• Bappenas: Prioritas 

Pengembangan Wilayah 
Kawasan Perbatasan 
dan Pulau-pulau Kecil 
Terluar (PPKT)

• Kemenhan: Masukan 
kebijakan dan strategi 
pengembangan 
infrastruktur PUPR

• BNPP: Rencana 
pengembangan dan 
pengelolaan kawasan 
perbatasan
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KAJIAN 
DATA SEKUNDER
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Kajian Data Sekunder
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RTR Pulau 
& KSN

Kebijakan:
Strategi:

RTRWN
Kebijakan:
Strategi:

RTRW Prov
Kebijakan:
Strategi:

RTRW Kab.
Kebijakan:
Strategi:

RTR KSP
Kebijakan:

Strategi:

RDTR

Visi PUPR 
2030

Kebijakan:
Strategi:

RIPI Pulau
Kebijakan:
Strategi:

MP/ DP
Kebijakan:
Strategi:

RPJP
Kebijakan:
Strategi:

RPJMN
Kebijakan:
Strategi:

VISI 2045
Kebijakan:
Strategi:

PROGR. 
STR. NAS

M PLAN 
Kemenhub 

Kebijakan:
Strategi:

Renstra 
ABCP

Kebijakan:
Strategi:

BNPP 
Kebijakan:
Strategi:

Kemendes 
Kebijakan:
Strategi:

Kementan 
Kebijakan:
Strategi:

Progr. 
Jangka 
Pendek

Progr. 
Tahunan

SPATIAL PLAN DEVELOPMENT PLAN KEBIJAKAN NASIONAL RENCANA K/L

RENCANA UMUM RENCANA RINCI

Kemen 
ESDM 

Kebijakan:
Strategi:

Kemenpar 
Kebijakan:
Strategi:

Kemenperin 
Kebijakan:
Strategi:
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Pulau Sumatera
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WPI Sumatera Bagian Utara
WPPI : Banda Aceh-Aceh Besar-Pidie (Termasuk 

KAPET Bandar Aceh Darusalam), Medan-Binjai-

Deli Serdang-Serdang Bedagai-Karo-Simalungun-

Batubara, Dumai-Bengkalis-Siak, Batam-Bintan.
PP Nomor 14 Tahun 2015 RIPIN

KSPN Pulau Weh Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

KSPN Teluk Dalam Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

KSPN Tangkahan Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

KSPN Toba Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

KSPN Bukit Tinggi Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

KSPN Rupat-Bengkalis Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

Pertimbangan dalam pengembangan
infrastruktur Pulau Sumatera (dari berbagai
sumber dokumen perencanaan):
1. Pengembangan dan peningkatan

infrastruktur untuk pendukung 11
kawasan industri/kawasan ekonomi
khusus.

2. Pengentasan kesenjangan antar wilayah
dengan dukungan infrastruktur darat, laut
dan udara.

3. Mentransformasi ekonomi dengan
mewujudkan hilirisasi sektor pertanian
(kopi, kakao, karet, lada, pala, cengkeh,
kelapa sawit, tebu), perikanan (SKPT
Sabang, SKPT Mentawai, SKPT Natuna),
dan tambang (minyak dan gas, emas,
timah)

4. Lumbung pangan nasional yang
membutuhkan dukungan sumber daya air.

5. Mewujudkan pertahanan, ekonomi, dan
lingkungan di kawasan perbatasan dengan
penyediaan infrastruktur dan
pengembangan 8 PKSN yang dapat
menjadi pengungkit pertumbuhan
ekonomi di kawasan perbatasan.

Perbatasan RI – Thailand/India/Malaysia

WPI Sumatera Bagian Selatan
WPPI : Muara Enim-Banyuasin, Lampung 

Barat-Lampung Timur- Lampung Tengah-

Tanggamus-Lampung Selatan
PP Nomor 14 Tahun 2015 RIPIN
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KI Nunukan

KI Tarakan

KI Kariangau

KI Kariangau

WPI Kalimantan Timur
WPPI : Kota Samarinda-Kota Balikpapan-

Kutai Kartanegara (Termasuk KAPET 

Sasamba)-Bontang-Kutai Timur, Tarakan-

Nunukan.
PP Nomor 14 Tahun 2015 RIPIN

KI Batu Licin

KI Landak

KI Tayan

KI Ketapang

KI Pangkalan Bun

WPI Kalimantan Barat
WPPI : Pontianak-Landak-Sanggau-

Ketapang-Sambas (Termasuk KAPET 

Khatulistiwa), Tanah Bumbu-Kota Baru 

(Termasuk KAPET Batu Lisin.
PP Nomor 14 Tahun 2015 RIPIN

KSPN Sambas Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

KSPN Tanjung Puting  

Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

KSPN Long Bangun Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

KSPN Derawan Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

IBU KOTA 

NEGARA

Pertimbangan dalam pengembangan
infrastruktur Pulau Kalimantan (dari
berbagai sumber dokumen
perencanaan):

1. Pembangunan dan pengembangan
infrastruktur mendukung KI Tanah
Kuning, KI Batulicin, KI Jorong, KI
Batanjung, KI Surya Borneo, KI
Ketapang, KEK MBTK, KSPN Derawan
– Berau, dan KSPN Sambas –
Singkawang.

2. Mempertimbangkan Pulau
Kalimantan sebagai paru-paru
dunia (hearth of Borneo), lumbung
energi nasional, industri hilirisasi
batubara, industri perkebunan.

3. Peningkatan fungsi kawasan
perbatasan sebagai beranda depan
negara dan pintu gerbang
internasional serta pertahanan
keamanan negara.

4. mengarah pada pengembangan
DPN dan KPPN pariwisata;

5. mendukung proyek migas strategis
Tangguh Train-3.
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KI Cimalaya

KI Subang

KI Majalengka

KI Kendal

KI Demak

KI Kulon Progo

KI Tuban
KI Gresik

KI Bangkalan

KI Lamongan

KI Jombang

KI Banyuwangi

KSPN Ujung Kulon-Tanjung 

Lesung Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

KSPN Kepulauan Seribu Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

KSPN Pangandaran Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

KSPN Borobudur Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

KSPN Dieng Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

KSPN Ijen-Baluran Dskt.
PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPARNAS

Pertimbangan dalam pengembangan infrastruktur Pulau Jawa (dari berbagai sumber dokumen
perencanaan):
1. Kawasan strategis lainnya antara lain KI Brebes, KI Madura, KEK Tanjung Lesung, KEK Kendal, KEK Singsari,

KSPN Ciwidey, KSPN Prambanan – Kalasan, KSPN Bromo – Tengger – Semeru, KSPN Ijen – Baluran.
2. Menyelesaikan proyek migas strategis Blok Cepu, Lapangan Minyak Bukit Tua dan Ande-Ande Lumut,

Lapangan Gas Kepodang.
3. meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan

perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.
4. pengembangan infrastruktur mendukung pengembangan DPN dan KPPN pariwisata.

KEK 

TANJUNG 

LESUNG

WPI Jawa
WPPI : Kendal-Semarang-Demak,

Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-

Sidoarjo Mojokerto Bangkalan, Cilegon-

Serang-Tangerang, Cirebon-Indramayu-

Majalengka, Bogor-Bekasi-Purwakarta-

Subang- Karawang
PP Nomor 14 Tahun 2015 RIPIN
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KSPN Kuta-Sanur-Nusa 
Dua dan Sekitarnya

KSPN Bali Utara/Singaraja 
dan sekitarnya

KSPN Taman Nasional Bali 
Barat dan sekitarnya

KSPN Tulamben-
Amed dan 
sekitarnya

KSPN Bedugul dan 
sekitarnya

KSPN Nusa 
Penida dan 
sekitarnya

KSPN Ubud dan 
sekitarnya

Pertimbangan dalam 
pengembangan infrastruktur 
Pulau Bali (dari berbagai 
sumber dokumen 
perencanaan):
1. Kawasan Perkotaan Denpasar

- Badung Gianyar-Tabanan
(Sarbagita) diarahkan untuk
mengembangkan PKN Kawasan
Perkotaan Sarbagita sebagai
pusat pertumbuhan wilayah
nasional yang berfungsi untuk
mendorong pengembangan
sektor pariwisata, pertanian,
perikanan, dan industri
pengolahan.

2. Pengembangan Kawasan
strategis berbasis pariwisata
alam, budaya dan mice yaitu
destinasi Pariwisata Prioritas
(DPP) antara lain DPP
revitalisasi Badung.
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Pertimbangan dalam pengembangan infrastruktur Pulau Nusa 
Tenggara (dari berbagai sumber dokumen perencanaan):
1. pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 

diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam 
perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan 
pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau.

2. mendorong transformasi perekonomian dengan 
memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata 
ekologis melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, 
Convetion, Exhibition (MICE).

3. lumbung ternak nasional.
4. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional 

yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia.
5. pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan,

hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan, kehutanan, pertambangan
mineral, serta minyak dan gas bumi yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan.

6. Pengembangan industri prioritas : Industri Pangan, Industri Hulu Agro, Industri 
barang modal, komponen, dan bahan penolong, industri tekstil, alas kaki, dan aneka.

7. Mengarah pada pengembangan dan Pembangunan DPN dan KSPN Pariwisata.
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KI/ KEK Palu

KI Takalar

KEK Likupang

KSPN Wakatobi

KSPN Toraja –

Makassar - Selayar

KSPN Manado - Likupang

Perbatasan Indonesia - Filipina

Pertimbangan dalam pengembangan
infrastruktur Pulau Sulawesi (dari berbagai
sumber dokumen perencanaan):

1. Kebijakan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun
2020-2024 diarahkan untuk memperkuat peran
Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang
Indonesia.

2. Lumbung pangan padi nasional di bagian
selatan pulau sulawesi dan lumbung pangan
jagung nasional di bagian utara pulau sulawesi

3. Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu
pengetahuan, bahari, ekowisata, serta
penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
konfrensi, dan pameran (MICE)

4. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis
maritim (kelautan) melalui pengembangan
industri perikanan dan pariwisata bahari

5. Kawasan perbatasan negara sebagai beranda
depan dan pintu gerbang yang berbatasan dengan
Negara Filiphina dan Negara Malaysia dengan
memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan,
pertahanan dan keamanan negara,
kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian
lingkungan hidup.

6. Mewujudkan hilirisasi industri berbasis
pertanian, perkebunan, perikanan dan
tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui
pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah
jadi atau bahan akhir
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KI Teluk Weda

KSPN Morotai

Perbatasan dengan Papau

WPI Sulawesi Bagian Utara dan

Maluku
WPPI : Halmahera Timur-Halmahera

Tengah - Pulau Morotai.
PP Nomor 14 Tahun 2015 RIPIN

Pertimbangan dalam pengembangan
infrastruktur Pulau Maluku (dari berbagai
sumber dokumen perencanaan):

1. Pembangunan dan pengembangan
infrastruktur mendukung KI Teluk Weda.

2. Pengembangan Industri Prioritas Industri
Hulu Agro, Industri Pangan, Industri Logam
Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam, Industri
Tekstil, alas kaki dan Aneka.

3. Pulau Maluku sebagai lumbung ikan nasional
dan kawasan pariwisata, ekonomi maritim,
industri pengolahan perkebunan, nikel dan
tembaga.

4. Peningkatan konektivitas antara pusat
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku
dan Maluku Utara dengan daerah sekitarnya,
yaitu daerah tertinggal (Kabupaten Seram
Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian
Timur, Kabupaten Maluku Tengah), kawasan
minapolitan (Pulau Geser, Pulau Gorom,
Pulau Boano), kawasan agropolitan (Kaloa,
Warasiwa), kawasan industri yang
direncanakan di Masohi, serta KEK Morotai
sebagai penunjang dalam peningkatan
kinerja pembangunan ekonomi kawasan.

5. Peningkatan fungsi kawasan perbatasan
sebagai beranda depan negara dan pintu
gerbang internasional serta pertahanan
keamanan negara.
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Pertimbangan dalam pengembangan 
infrastruktur Pulau Papua (dari berbagai 
sumber dokumen perencanaan):

1. Kebijakan pembangunan Wilayah Papua dalam
tahun 2020-2024 diarahkan pada percepatan
pembangunan untuk mengejar
ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, dan
pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan
Papua Barat berlandaskan pendekatan
budaya dan kontekstual Papua, dan berbasis
ekologis dan wilayah adat.

2. Penguatan konektivitas dilakukan melalui
antara lain (a) pembangunan jalan, pelabuhan
laut, dan udara; dan (b) pengembangan dan
penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai,
darat dan udara yang terintegrasi, khususnya
pelabuhan hub komoditas mentah maupun
barang hasil olahan.

3. Kawasan perbatasan sebagai beranda depan
dan pintu gerbang internasional yang
berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara
Palau, dan Negara Australia.

4. Pengembangan Industri Prioritas WPPI
Mimika: Industri Hulu Agro, Industri Logam
Dasar dan Galian Bukan Logam, Industri Pangan.

5. Pengembangan Industri Prioritas WPPI Teluk
Bintuni: Industri Kimia Dasar, Indsutri Hulu
Agro, Industri Logam Dasar dan Galian Bukan
Logam, Industri Pangan.

6. Mengarah pada pengembangan dan
Pembangunan DPN dan KSPN Pariwisata.
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PULAU KALIMANTAN

• Pembangunan dan pengembangan infrastruktur mendukung 6 KI, KEK 

MBTK, KSPN Derawan – Berau, dan KSPN Sambas – Singkawang.

• Mempertimbangkan hearth of Borneo, lumbung energi nasional, industri 

hilirisasi batubara, industri perkebunan.

• Peningkatan fungsi kawasan perbatasan sebagai beranda depan 

negara.

• mengarah pada pengembangan DPN dan KPPN pariwisata.

• mendukung proyek migas strategis Tangguh Train-3.

PULAU JAWA

• Infrastruktur mendukung 2 KI, 3 KEK, 4

KSPN.

• Proyek migas strategis Blok Cepu,

Lapangan Minyak Bukit Tua dan Ande-

Ande Lumut, Lapangan Gas Kepodang.

• pengembangan infrastruktur mendukung

pengembangan DPN dan KPPN

pariwisata.

PULAU BALI
• Infrastruktur mendukung Sarbagita 

pada sektor pariwisata, pertanian, 

perikanan, dan industri pengolahan.

• Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Prioritas (DPP).

PULAU NUSA TENGGARA

• Infrastruktur mendukung perikanan, 

perkebunan, peternakan, pertambangan 

dan pariwisata.

• Transformasi perekonomian sebagai 

pintu gerbang pariwisata ekologis melalui 

pengembangan industri Meeting, 

Incentive, Convetion, Exhibition (MICE).

PULAU SULAWESI

• Lumbung pangan padi nasional di bagian selatan dan 

lumbung pangan jagung di bagian utara.

• Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, 

bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, 

perjalanan insentif, konfrensi, dan pameran (MICE).

• percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim 

(kelautan) industri perikanan dan pariwisata bahari.

• Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan 

dan pintu gerbang.

KEPULAUAN MALUKU

• Pembangunan dan pengembangan infrastruktur

mendukung KI Teluk Weda, KI Masohi, KEK Morotai.

• Pulau Maluku sebagai lumbung ikan nasional dan kawasan

pariwisata, ekonomi maritim, industri pengolahan

perkebunan, nikel dan tembaga.

• Peningkatan konektivitas antara pusat pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

• Peningkatan fungsi kawasan perbatasan sebagai beranda

depan negara.

PULAU PAPUA

• Percepatan pembangunan untuk 

mengejar ketertinggalan.

• Penguatan konektivitas pembangunan 

jalan, pelabuhan laut, dan udara.

• Kawasan perbatasan sebagai beranda 

depan dan pintu gerbang.

• Pengembangan WPPI Mimika: dan 

WPPI Teluk Bintuni.

• Mengarah pada pengembangan dan 

Pembangunan DPN dan KSPN 

Pariwisata.

PULAU SUMATERA

• Pengembangan dan peningkatan

infrastruktur untuk pendukung 11 KI/

KEK.

• hilirisasi sektor pertanian dan tambang

(minyak dan gas, emas, timah).

• Lumbung pangan nasional yang

membutuhkan dukungan sumber daya

air.

• Pada kawasan perbatasan: infrastruktur

dan pengembangan 8 PKSN.
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PLBN Motaain

Kabupaten Belu

PLBN Motamasin

Kabupaten Malaka

PLBN Wini

Kabupaten Timor 

Tengah Utara

PLBN • Pasar Perbatasan
• Kantor imigrasi
• penyediaan air baku
• PLN dan lain-lain

Potensi 
Ekonomi

• Pertanian (Jagung, ubi kayu, Kacang tanah, kacang hijau, jambu biji, manga, papaya dan pisang.
Jambu mete, kopi, kemiri dan pinang)

• Peternakan (sapi bali dan kerbau)
• Pertambangan (batuan untuk bangunan, batuan marmer, potensi tambang batu lempung, batu

gamping koral tersebar; serta batu setengah permata dan Kristal kuarsa) ekspor
• Ekspor melalui Pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu dimana komoditas dengan nilai ekspor

terbesar pada tahun 2020 adalah Perabot, Penerangan Rumah dengan nilai ekspor sebesar US $
238.273 atau 15,32 persen dari total ekspor.

• Gambaran ekspor tersebut yang sebagian besar dikirim melalui Pelabuhan Atapupu

Infrastruktur • Sumber air baku (sungai Buik, Luradik, Baukoek, Motamoru,Welulik dan Talaud)
• Embung (embung Haekrit, Sirani dan embung kecil lainnya yang lokasinya tersebar di

Kabupaten Belu)
• Air tanah (cekungan air tanah Aeroki)
• Bendungan (Rotiklot)
• Jalur Merah putih sepanjang 170 km yaitu ruas jalan Motamasin–Laktutus–Henes–Turiskain–

Salore-Motaain (jalan sabuk perbatasan) sudah hampir selesai
• Tempat pemrosesan Sampah TPA ( TPA Desa Derokfaturen dan di Kecamatan Tasifeto Barat)
• wilayah perbatasan terutama masih banyaknya kawasan-kawasan kumah dan perumahan yg

kurang layak di perdesaan
• Perumahan di kawasan-kawasan yang di huni oleh para eks patriat yang pindah dari Timor

Timur ke wilayah Indonesia meruapakan salah satu kawasan yang menjadi obyek penanganan
kawasan permukiman kumuh

• Pelabuhan laut di Kabupaten Belu terdiri atas pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Atapupu
di Kecamatan Kakuluk Mesak

• Terminal depot bahan bakar minyak di Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak (Kepemilikan Pribadi)
• Dermaga Tanjung Raikatar menjadi dermaga umum untuk peti kemas

Permasalahan • Kondisi iklim dengan curah hujan rendah, sehingga menyebabkan kekurangan air
• masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia, peringkat IPM ke-14 dari 22

Kabupaten/Kota di Propinsi NTT
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PLBN NANGA BADAU, dsk
Kabupaten Kapuas Hulu

PLBN ARUK, dsk
Kabupaten Sambas

PLB JAGOI BABANG, dsk
Kabupaten Bengkayang

Potensi: Kolam Arwana & 
Sarang Walet

Infrastruktur dan 
penggunaan lahan pada
Jaringan jalan sejajar 
perbatasan

PLBN • NANGA BADAU bea cukai, imigrasi, karantina, 
pertokoan

• ARUK bea cukai, imigrasi, karantina
• JAGOI BABANG pos TNI, bea cukai 

Potensi 
Ekonomi

• NANGA BADAU ekspor CPO (anak perusahaan PT.
Sinar Mas), sudah dilengkapi depo. Ekspor minyak
sawit dari anak perusahaan Sinar Mas setiap
harinya 30 trailler, dimana 1 trailler dapat
memuat CPO sebanyak 30 ton.

• ARUK ekspor impor belum berkembang
• JAGOI BABANG belum berkembang

Infrastruktur • Didukung jalan sejajar perbatasan 1.900 km
(Kalbar 900 km)

• NANGA BADAU import listrik
• ARUK minim air bersih
• JAGOI BABANG jalan akses kecil

Permasalahan • Masih tergantung dengan negara tetangga
• Nanga Badau pada Taman Nasional Betung

Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentraum
• ARUK perkebunan sawit
• JAGOI BABANG perkebunan sawit
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Kawasan Perbatasan Skouw

PLBN SKOUW

Panjang wilayah 
perbatasan darat 
antara RI-PNG 
mulai dari MM 1 
sampai dengan 
MM 14 sekitar ±
780 km

PLBN • Fasilitas PLBN Skouw terdiri dari rumah dinas pegawai, Wisma Indonesia, 
gedung serbaguna, masjid, gereja, fasilitas umum (rest area, ATM Center), 
fasilitas sosial (ruang terbuka hijau), dan pos TNI/POLRI.

• Untuk fasilitas penunjang PLBN Skouw terdapat Pasar, Terminal Penumpang, 
dan adanya rumah khusus bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

Potensi 
Ekonomi

• Mata pencaharian utama masyarakat di kawasan perbatasan yaitu bertani,
salah satunya adalah ubi.

• Kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan perbatasan hanya ada 2 di
kawasan perbatasan yaitu PLBN Skouw, dan PLBN Sota. Di PLBN Skouw
sudah tersedia Pasar dengan fasilitas pertokoan ±100 toko. Barang yang
diperjual belikan berupa hasil tani/ kebutuhan sehari-hari dengan skala lokal.

• kebutuhan masyarakat PNG banyak disuplai dari Provinsi Papua.
• Perdagangan dan penyelundupan narkoba lewat pesisir, pantai dan laut,

pencurian sumber daya perikanan dan kelautan.
• Belum adanya sentra pengolahan untuk meningkatkan perekonomian dalam

usaha pertanian dan perikanan.

Lingkungan • Sistem kepemilikan lahan yang masih dalam keterkaitan dengan adat.
• Nilai IPM yang masih rendah, masyarakat masih belum sejahtera.
• Masih adanya terjadi konflik yang terjadi kawasan perbatasan.
• Terdapat ketimpangan sumber daya manusia antara penduduk pendatang

dengan penduduk asli.

Permasalahan • Kondisi jaringan jalan dari Kota Jayapura-PLBN Skouw dalam kondisi mantap
dengan fungsi jaringan jalan Arteri.

• Kabupaten/Kota yang terkait dengan kawasan perbatasan belum diakses dari
moda transportasi darat, kecuali Jayapura-Keroom dan Merauke-Boven
Digoel.

• Pelayanan air bersih saat ini sebagian sudah dilayani PDAM, sisanya
bersumber dari sumur air tanah, air sungai dan air hujan pada saat musim
penghujan yang ditampung pada bak-bak atau drum-drum penampung.

• Sebagian masyarakat kawasan perbatasan belum memiliki sarana sanitasi
yang layak.
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Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2020

Hankam • Pertahanan dan Keamanan: Belum dibangunnya PLBN 
Yetetkun, berpengaruh terhadap keamanan di perbatasan. 
Masih terdapat potensi separatis dari daerah pegunungan 
ataupun dari PNG.

Potensi 
Ekonomi

• Memiliki potensi berkembang sebagai pusat kegiatan
karena telah ditetapkan sebagai 1 diantara Percepatan
Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana
Penunjang di Kawasan Perbatasan. Serta berada di KSK
pengembangan ekonomi.

Infrastruktur • Ketersediaan Prasarana dan Sarana Dasar yang masih
terbatas menjadi perhatian utama dalam pembangunan
kawasan perbatasan negara di PLBN Yetetkun, khususnya
pembangunan jaringan jalan, rumah, listrik.

• Terdapat perbedaan penyediaan kebutuhan dasar
berdasarkan karakter sosial budaya masyarakat.
Contohnya penyediaan PAMSIMAS oleh Kementerian Desa
tidak bisa dimanfaatkan masyarakat, karena kebiasaan
masyarakat air bersih tidak dimasak dan langsung
diminum.

Lingkungan • Keberadaan masyarakat adat maupun hutan adat di
wilayah perencanaan menjadi salah satu pertimbangan
yang signifikan (perlindungan hak-hak adat masyarakat
asli & kelestarian lingkungan hidup) dalam pembangunan
kawasan perbatasan di PLBN Yetetkun.

• Masyarakat masih berbasis masyarakat subsisten yang
masih perlu pendampingan dan penyuluhan untuk
menuju masyarakat agraris.

Permasalahan • Ketergantungan ekonomi masyarakat PNG terhadap
Indonesia yang cukup besar tidak diikuti dengan daya
saing ekonomi masyarakat di Yetetkun yang juga masih
bergantung pada distrik lain. Sistem jual beli kebutuhan
sehari-hari dilakukan terutama di pusat distrik yaitu di
Kampung Ninati. Sedangkan untuk kegiatan jual beli hasil
pertanian masyarakat juga dilakukan di distrik lain yang
memiliki pasar dan yang berdekatan dengan Distrik
Ninati.

• Kebencanaan: Distrik Ninati yang berdekatan dengan
wilayah PNG berpotensi terkena dampak gempa bumi,
seperti yang terjadi pada tahun 2018.

• Kawasan Perbatasan Negara di PLBN Yetetkun secara administrasi 

berbatasan langsung dengan Ningerum Rural LLG (Local Level 

Government) di PNG yang terdiri dari 24 kampung. 

• Kampung PNG yang berdekatan dengan PLBN Yetetkun adalah 

Kampung Ningerum, Komopkin,  Kungim, dan Keyonka.

• Pada Kampung Ningerum PNG terdapat kawasan pertambangan milik 

perusahaan OK Tedi Mine yang berjarak + 20 km dari PLBN Yetetkun 

dengan kondisi jaringan jalan masih jalan setapak dan melewati 2 

sungai yang belum terhubung jembatan. 



KAJIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN 

INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERLUAR

ARAHAN JAKSTRA
PULAU BESAR

33



KAJIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN 

INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERLUAR

Analisis Arahan Jakstra dan Dukungan PUPR
Kawasan Perbatasan Negara di

Provinsi Aceh dan Sumut

34

TARGET KINERJA:
• Ekonomi 5,7%/ tahun
• Industri 26% PDB
• 30% EBT, 100% elektrifikasi
• Produktifitas petani naik 3,9x
• Devisa pariwisata 4,9%/ thn
• IPM perbatasan 71
• IKLH >80. Emisi karbon <34-41%

hilirisasi industri berbasis pertanian, 

perikanan dan tambang untuk 

menciptakan nilai tambah

1. Mengoptimalkan manfaat jalan tol Trans Sumatera, bandara, dan 

Pelabuhan

2. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana yang akses tol Trans 

Sumatera, bandara, dan pelabuhan pada pusat produksi, pusat 

pengolahan dan pusat pemasaran

3. keterpaduan pelayanan moda transportasi darat, laut, dan udara

pertanian sebagai lumbung pangan 

nasional dan untuk kemandirian 

pangan masyarakat

bendungan waduk dan jaringan irigasi.

sistem pusat permukiman baik di 

kawasan perkotaan dan di 

perbatasan negara

Mengembangkan simpul transportasi dan prasarana permukiman

Pengembangan dan rehabilitasi 

kawasan pariwisata berkelas dan 

kawasan pariwisata massal yang 

berdaya tarik internasional, 

nasional, regional

1. mengembangkan akses jaringan transportasi

2. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kualitas 

prasarana umum yang mendukung kawasan peruntukan 

pariwisata

Mengurangi kesenjangan 

pengembangan wilayah timur dan 

barat.

aksesibilitas wilayah timur dan barat dengan peningkatan jaringan jalan 

arteri primer, kolektor primer, dan sarana pendukungnya.

jaringan transportasi yang terpadu 

untuk meningkatkan keterikatan 

antarwilayah dan daya saing 

ekonomi wilayah

jaringan transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan 

antarkawasan perkotaan.

jaringan prasarana dan sarana 

untuk pengembangan ekonomi di 

kawasan perbatasan negara, 

kawasan tertinggal dan terisolasi, 

termasuk pulau-pulau terluar

1. jaringan transportasi kawasan perkotaan dengan kawasan 

perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi

2. kualitas jaringan prasarana sumber daya air, mewujudkan 

keterpaduan sistem jaringan sumber daya, dan mempercepat 

konservasi sumber air

3. prasarana telekomunikasi
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1. Perlu penyediaan minimal satu TPA untuk satu kabupaten/kota dikarenakan jarak antar kabupaten/kota 
yang berjauhan sehingga sulit dalam pemanfaatan TPA regional.

2. Pemanfaatan TPS 3R yang masih belum optimal, sehingga pembangunan TPS 3R hanya diprioritaskan di 
metropolitan dan kota besar, sedangkan kota sedang dan kota kecil disediakan bak sampah dengan 
pengangkutan ke TPA.

3. Perlu penanganan sampah disepanjang pantai atau di muara sungai yang sulit tertangani. 

1. Pengentasan backlog dengan rumah susun hanya diprioritaskan di metropolitan dan kota besar 
(Metropolitan Palembang, Metropolitan Medan, Kota Batam, dll), sedangkan kota sedang dan kota kecil 
masih berupa rumah tapak.

2. Penyediaan rumah khusus untuk nelayan. Hal ini dikarenakan disepanjang pantai banyak ditemukan rumah 
nelayan yang padat dan kumuh.

1. Pelebaran pada ruas jalan arteri primer dan kolektor primer yang masih belum sesuai dengan ketentuan, 
sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

2. Perlu adanya konstruksi khusus pada ruas jalan yang setiap tahunnya mengalami kerusakan. 
3. Pembangunan underpass dan flyover yang efektif mengurangi kemacetan pada ruas jalan arteri primer 

dan kolektor primer. Pembangunan tersebut dapat didesain menjadi icon/landmark kawasan baru.

Penyediaan waduk diarahkan sebagai waduk multi fungsi, sehingga dapat menjadi daya tarik pariwisata baru.SDA

BINA 
MARGA

CIPTA 
KARYA

PnP
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kawasan perkotaan nasional 

sebagai pusat industri perkebunan 

kelapa sawit, karet, dan hasil hutan 

secara berkelanjutan

Kawasan industry dan P & S untuk kelancaran distribusi 

hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan/atau hasil hutan

kawasan perkotaan nasional 

sebagai pusat industry 

pertambangan mineral, batubara, 

serta minyak dan gas bum

Kawasan industry dan P & S untuk kelancaran distribusi 

hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas 

bumi

kawasan perbatasan negara 

pendekatan pertahanan dan 

keamanan negara, kesejahteraan 

masyarakat, dan kelestarian 

lingkungan hidup

kawasan sentra produksi di kawasan perbatasan negara 

dan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan 

aksesibilitas di kawasan perbatasan

Pemertahanan eksistensi 4 (empat) 

pulau kecil terluar (Pulau Sebatik, 

Pulau Gosong Makassar, Pulau 

Maratua, dan Pulau Sambit)

mengembangkan prasarana dan sarana transportasi 

penyeberangan untuk meningkatkan akses dari dan ke 

Pulau Sebatik, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit; prasarana 

Sumber Daya Air, PLTB, PLTS

pusat pengembangan sarana dan 

prasarana kawasan perkotaan 

nasional yang berbasis pada air

1. mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di kawasan 

perkotaan yang berdekatan/ menghadap badan air;

2. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang 

mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai

Kawasan ekowisata berbasis hutan 

tropis Basah

mengembangkan prasarana dan sarana pendukung 

kegiatan ekowisata

Pemindahan Ibukota kota negara ke 

Provinsi Kalimantan Timur (Kab. 

PPU dan Kukar)

Pembangunan jaringan konektifitas, Pembangunan jaringan 

air minum, Penyediaan perumahan dinas dan perumahan 

umum, Pembangunan TPA dll

lumbung pangan nasional dengan 

pengembangan jaringan prasarana 

sumber daya air 

memelihara dan mengembangkan bendungan beserta 

waduk dan jaringan irigasi teknis mengembangkan sentra 

pertanian tanaman pangan 

TARGET KINERJA:
• Ekonomi 6,2%/ tahun
• Industri 26% PDB
• 30% EBT, 100% elektrifikasi
• Produktifitas petani naik 3,9x
• Devisa pariwisata 4,9%/ thn
• IPM perbatasan 65
• IKLH >80. Emisi karbon <34-41%
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Pengembangan jaringan jalan bebas 

hambatan trans Kalimantan
Banjarmasin-Liang Anggang; Simpang Penajam-

Balikpapan; Balikpapan-Samarinda; Samarinda-

Tenggarong; Sei Pinyuh-Pontianak; Pontianak-Tayan; 

Liang Anggang-Pelaihari; Singkawang-Mempawah; 

Mempawah-Sei Pinyuh; Kuala Kapuas-Banjarmasin; 

Marabahan-Banjarmasin; Liang Anggang-Martapura; 

Pelaihari-Pagatan; Pagatan-Batulicin; Batulicin-Tanah 

Grogot (Kuaro); Tanah Grogot-Penajam; Samarinda-

Bontang; Bontang-Sangata

Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan
Temajuk - Aruk - Jagoibabang - Entikong - Jasa -

Nanga Badau - Putussibau - Long Pahangai -Long 

Nawang - Malinau - Long Midang

Permukiman di kawasan perbatasan negara 
Kota Paloh-Aruk, Kota Jagoibabang, Kota Nanga 

Badau, Kota Entikong, Kota Jasa, Kota Nunukan, 

Kota Simanggaris, Kota Long Midang, Kota Long 

Pahangai, Kota Long Nawang, Pulau Sebatik, Pulau 

Sambit, dan Pulau Maratua

Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau 

Kalimantan
Transportasi sungai di Sungai Mempawah, Sungai 

Landak, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai 

Sebangau, Sungai Barito, dan Sungai Mahakam

Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan
Transportasi sungai di Sungai Sambas, Sungai Kapuas, 

Sungai Barito, Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Sungai 

Mentaya, Sungai Lamandau, Sungai Kelay, Sungai Kandilo, 

Sungai Kahayan, Sungai Sembakung, Sungai Sebuku, 

Sungai Sesayap, Sungai Kayan, Sungai Sebangau, Sungai 

Katingan, Sungai Arut, Sungai Pawan, dan Sungai Melawi

jaringan irigasi dan waduk
Mendukung potensi 665.693 ha lahan kering dan tadah 

hujan (Kementerian Pertanian, 2020-2024)

Dukungan IKN
Pembangunan jalan tol IKN - Balikpapan – Samarinda

Penyediaan waduk sebagai pensuplai air baku dan 

jaringan pembawa air baku nya pembangunan rumah 

dengan solar cell atap TPA regional dan TPS daur ulang

Tanggul sungai sepaku, jaringan drainase primer dan 

sekunder

PKN

PKSN

PKW

Suaka Alam

Hutan Lindung
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TARGET KINERJA:
• Ekonomi 5,3%/ tahun
• Industri 26% PDB
• 30% EBT, 100% elektrifikasi
• Produktifitas petani naik 3,9x
• Devisa pariwisata 4,9%/ thn
• IKLH >80. Emisi karbon <34-41%
• Kemaritiman (konektifitas) 12,5% PDB

Mempertahankan wilayah Jawa-Bali 

sebagai lumbung pangan Nasional

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi dan jagung melalui penyuluhan dan introduksi teknologi di Provinsi 

Jawa-Bali, Jawa Tangah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali

2. Percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi khususnya Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur

3. Mengembangkan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Jawa Tengah dan DKI Jakarta

system jaringan infrastruktur 

perhubungan multi moda yang 

terintegrasi, mendukung keterkaitan 

domestic antar wilayah, serta 

mendukung percepatan dan perluasan 

pengembangan koridor ekonomi Jawa-

Bali

1. Integrasi sistem jaringan jalan dan jaringan transportasi lainnya

2. Meningkatkan sistem penyediaan air baku dan air minum di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali

3. Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tenagh, Jawa Timur dan DI 

Yogyakarta

4. Mendukung Pengembangan industry manufaktur TIK

Menjaga pasokan energi untuk 

mencukupi kebutuhan wilayah Jawa-

Bali

1. Pembangkit berbasis panas bumi dan air serta penggunaan teknologi bersih (pembangunan jaringan listrik, terintegrasi Sumatera Jawa-Bali)

2. Infrastruktur gas bumi (jaringan pipa dan penyimpanan) serta mengendalikan zona-zona pemanfaatan sumber daya alam mineral serta minyak 

dan gas bumi

Pengurangan tingkat kemiskinan 

perdesaan dan perkotaan

1. Akses penduduk miskin terhadap Pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta

2. Pengelolaan program transmigrasi yang professional dan mampu mendorong tenaga-tenaga terampil untuk bekerja di luar jawa

3. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberikan perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan 

orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan
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1. Serang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan
wilayah nasional yang berbasis pada sektor
unggulan pertanian tanaman pangan dan
hortikultura, perikanan tangkap dan perikanan
budi daya, pariwisata bahari, serta industri
pengolahan.

2. Cilegon dirahkan untuk mendorong
pengembangan PKN Cilegon sebagai pusat
pertumbuhan wilayah nasional yang berbasis
pada sektor unggulan industri pengolahan dan
manufaktur serta mendukung pengembangan
pariwisata bahari.

3. Kawasan Perkotaan Jabodetabek+Karawang
Purwakarta diarahkan untuk mengendalikan
pembangunan kawasan permukiman, bisnis atau
komersial dan/atau industri di daerah pinggiran
kota, daerah penyangga, dan/atau disepanjang
jalan arteri primer dan kolektor primer.

4. Kawasan Perkotaan Bandung Raya diarahkan
untuk mempertahankan fungsi Kawasan
Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat
pertumbuhan wilayah nasional yang mendukung
pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya
dan nasional, III.3-8 RKP 2012 dengan tetap
memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan
pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

5. Cirebon diarahkan untuk mendorong
pengembangan PKN Cirebon sebagai pusat
pertumbuhan wilayah nasional yang berbasis
pada sektor unggulan pertanian, perikanan, dan
industri pengolahan.

6. Kawasan Perkotaan Semarang – Kendal – Demak
– Ungaran – Purwodadi (Kedungsepur)
diarahkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah
nasional yang berfungsi mendorong pertumbuhan
sektor industri, perdagangan, jasa pariwisata dan
pusat-pusat produksi pertanian wilayah.

7. Surakarta diarahkan sebagai pusat pertumbuhan
wilayah provinsi yang mendukung perkembangan
sektor perdagangan, pariwisata dan pertanian
(pangan dan hortikultura).

8. Cilacap diarahkan sebagai kota yang berfungsi
sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi
melalui peningkatan kualitas pelayanan PSD kota
yang mendukung fungsi kegiatan pemerintahan,
perikanan dan pariwisata bahari.

9. Yogyakarta diarahkan sebagai pusat pertumbuhan
wilayah nasional yang berfungsi mendorong
pertumbuhan sektor pendidikan, pariwisata,
industri, dan pertanian wilayah DI. Yogyakarta.

10. Kawasan Perkotaan Gresik–Bangkalan–
Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan
(Gerbangkertosusila) diarahkan untuk
mempertahankan fungsi PKN Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila sebagai pusat pertumbuhan
wilayah nasional yang mendukung perkembangan
sektor perdagangan, pendidikan, dan industri
manufaktur sebagai pusat pelayanan
pengembangan wilayah di sekitarnya dan Indonesia
bagian Timur.

11. Malang diarahkan sebagai pusat
pertumbuhan wilayah pulau yang
mendukung perkembangan sektor
pertanian (pangan dan hortikultura),
perkebunan (tahunan dan musiman),
kehutanan, perikanan, serta
pariwisata alam (ecotourism).
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1. Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 di Jawa Timur
2. Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)

1. Pembangunan rumah susun perkotaan (1 juta) provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa
Tengah dan Provinsi Jawa Timur

2. Pembangunan rumah susun termasuk buruh, pekerja dan ASN
3. Pembangunan Rumah susun sewa/milik sederhana untuk MBR dan BUMN

1. Pemantapan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas
Utara Pulau Jawa dan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa untuk mendorong daya saing
perekonomian di Pulau Jawa-Bali

2. Pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api antar kota pada Jaringan Jalur Kereta Api
Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalur kereta api
lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa, dan jaringan jalur kereta api Pulau Bali yang melayani
kawasan perkotaan nasional

1. Pembangunan Waduk Multiguna Purworejo
2. Mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduk untuk mempertahankan daya

tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi kegiatan pertanian tanaman pangan
3. Meningkatkan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan

pertanian tanaman pangan
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TARGET KINERJA:
• Ekonomi 6,5%/ tahun
• 30% EBT, 100% elektrifikasi
• Produktifitas petani naik 3,9x
• Devisa pariwisata 4,9%/ thn
• IKLH >80. Emisi karbon <34-41%
• Kemaritiman (perikanan, pariwisata) 12,5% PDB
• IPM perbatasan 71

Mengoptimalkan pengembangan sentra 

produksi komoditas unggulan, seperti rumput 

laut, jagung, kakao, peternakan dan perikanan

1. Mengembangkan sentra produksi rumput laut

2. Mengembangkan sentra produksi jagung

3. Mengembangkan sentra produksi kakao

4. Mengembangkan sentra produksi peternakan

5. Mengembangkan sentra produksi perikanan tangkap

6. Mempertahankan / meningkatkan produktivitas sentra-sentra produksi beras yang salah satunya ditempuh melalui pembangunan/peningkatan 

dan rehabilitasi jaringan irigasi

Sistem jaringan infrastruktur perhubungan multi 

moda yang terintegrasi meningkatkan 

interkoneksitas antarkota, antarpulau, wilayah 

tertinggal, dan wilayah terpencil serta untuk 

mendukung percepatan dan perluasan 

pengembangan koridor ekonomi Bali-Nusa 

Tenggara

1. Jaringan jalan lintas Nusa Tenggara

2. Aksesibilitas pulau-pulau terpencil dan terdepan/terluar

3. Jaringan transportasi penyeberangan antarpulau (Pelabuhan), lembar dan sape, serta labuan bajo, waingapu, sumba dan Maropko

4. Jaringan prasarana Pelabuhan laut sebagai Pelabuhan nasional di Lembar dan Bima

5. Perluasan jaringan listrik baik terintegrasi maupun yang terisolasi untuk meningkatkan jangkauan dan keandalan memastikan beroperasinya 

fasilitas telekomunikasi Desa Berdering dan Pusat layanan internet Kecamatan 

6. Sistem penyediaan air baku dan air minum, pembangunan prasarana banjir dan pengamanan pantai serta pembangunan waduk

Ekonomi local serta pengembangan industry 

pariwisata alam dan budaya terutama wisata 

bahari

1. Aksesibilitas dari sentra-sentra produksi di Bayan, Keruak, Batukilang, dan sekitarnya melalui keterpaduan system transportasi darat dan laut

2. Kawasan industry pengolahan bahan tambang dan perikanan tangkap yang komplementer dengan keberadaan Pelabuhan internasional Teluk 

Kupang

3. Aksesibilitas Kota Kupang ke sentra-sentra produksi di sekitarnya

Kawasan perbatasan sebagai beranda depan 

wilayah nasional serta memantapkan 

kedaulatan wilayah nasional melalui 

pendekatan keamanan dan kesejahteraan

1. Stabilitas keamanan kawasan perbatasan

2. Kegiatan ekonomi di Kawasan perbatasan

3. awasan perbatasan secara terpadu untuk mendukung fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional

4. Menguatkan peran Pemerintah Daerah dalam penanganan batas wilayah dan pengembangan kawasan
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PLBN WINI

PLBN MOTAAIN

PLBN 
MOTAMASIN

PROYEK PRIORITAS STRATEGIS

1. Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal,

Terluar, dan Terdepan: Pulau Sumba

2. Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK,

DPP)

3. Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh,

pekerja dan ASN

4. Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT)

5. Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)

KAWASAN PERBATASAN

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan

Sanitasi di Daerah Tertinggal

2. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di

Daerah Tertinggal

3. Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar,

dan Tertinggal)

4. Pengembangan Sumber Daya Air Minum

Berkelanjutan Berbasis Masyarakat
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TARGET KINERJA:
• Ekonomi 6,7%/ tahun
• Industri 26% PDB
• 30% EBT, 100% elektrifikasi
• Produktifitas petani naik 3,9x
• Devisa pariwisata 4,9%/ thn
• IKLH >80. Emisi karbon <34-41%
• Kemaritiman (konektifitas, perikanan, 

pariwisata) 12,5% PDB
• IPM perbatasan 68

pusat pengembangan ekonomi kelautan 

berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber 

daya kelautan dan konservasi laut

1. kawasan industri pengolahan hasil perikanan

2. mencegah sedimentasi pada kawasan muara sungai yang dapat mengganggu kelestarian 

ekosistem terumbu karang

lumbung pangan padi nasional di bagian 

selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan 

jagung nasional di bagian utara Pulau 

Sulawesi

1. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan 

pusat industri jasa hasil pertanian tanaman pangan padi dan jagung

2. membangun waduk dan jaringan irigasi

3. mencegah pendangkalan danau dan waduk untuk mempertahankan daya tampung air 

sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku.

pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di 

bagian tengah Pulau Sulawesi

1. kawasan industri pengolahan hasil perkebunan kakao

2. keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan sentra perkebunan kakao

pusat pertambangan mineral, aspal, panas 

bumi, serta minyak dan gas bumi di Pulau 

Sulawesi

1. kawasan industri pengolahan hasil pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan 

gas bumi

2. prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi dan produksi pertambangan mineral 

berupa nikel serta minyak dan gas bumi

pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan, bahari, ekowisata, serta 

penyelenggaraan pertemuan, perjalanan 

insentif, konferensi, dan pameran

1. pusat jasa dan promosi pariwisata

2. prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, 

konferensi, dan pameran

kawasan perbatasan negara sebagai beranda 

depan dan pintu gerbang negara yang 

berbatasan dengan Negara Filipina dan 

Negara Malaysia

1. PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul 

transportasi kawasan perbatasan negara dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia

2. kawasan sentra produksi di kawasan perbatasan negara berbasis sumber daya alam 

yang produktif

3. kawasan pertahanan dan keamanan negara

4. prasarana kebutuhan air baku ke pulau-pulau kecil terluar di Pulau Lingian, Pulau 

Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau 

Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan;

jaringan transportasi antar moda

1. akses prasarana dan sarana transportasi darat meliputi jaringan jalan nasional, jaringan 

jalur kereta api, dan jaringan transportasi penyeberangan

2. sistem transportasi antarmoda menuju Kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal 

dan terisolasi, termasuk pulaupulau kecil

kawasan perkotaan nasional yang berbasis 

mitigasi dan adaptasi bencana
prasarana dan sarana perkotaan yang berfungsi sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana

kelestarian kawasan berfungsi lindung yang 

bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% 

(empat puluh persen)

1. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu Wilayah Sungai (WS)

2. koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam
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Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi
• Mapanget-Kairagi-Manado-TomohonKawangkoan  

Worocitan-Poigar-Kaiya-Maelang-Biontong 

AtinggolaKuandang

• Mamuju-Tameroddo-Majene-Polewali-Pinrang-Pare-

pare-Barru-Pakae-Pangkajene-Maros-Makassar-

Sungguminasa

• Pantoloan-Palu

Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi
Gorontalo-Limboto-Isimu-Paguyaman -Tabulo-Marisa-

Lemito-Molosipat-Lambunu-Mepanga-Tinombo-Kasimbar-

Ampibabo-Toboli-Parigi-Tolai-Sausu-TumoraTambarana-

Poso

Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi
Tarumpakae-Pareman-Palopo-Masamba-Wotu-Tarengge-

Malili-Tolala-Lelewawo-Batu Putih-Lapai-Lasusua-Wolo-

Kolaka-Unaaha-Pohara-Kendari

jaringan jalan strategis nasional pada 

jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi
• Pinogaluman-Dulodua;

• Tolinggula-Marisa;

• Sabubatu-Mamasa-Makale; dan

• Basi-Mepanga

jaringan jalan nasional untuk meningkatkan 

aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, 

kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk 

pulau-pulau kecil

Jaringan Jalan pengumpan Pulau Sulawesi
• Bitung-Kauditan-Airmadidi-Kariagi

• Malingkaputo-Isimu

• Toboli-Kebon Kopi-Nupabomba-Tawaeli

• Tagolu-Tentena-Taripa-Pape-Tidantana-Kayulangi-

Tarengge

• Pare-pare-Bangkae-Pangkajene Sidrap-Kalalo-

Anabanua-Tarumpakae

• Maros-Ujung Lamuru-Watampone

25 ruas jalan bebas hambatan antarkota

Pendayagunaan sumber air pada WS strategis 

nasional

Rehabilitasi 13 DAS kritis

Pengembangan prasarana dan sarana air 

baku untuk kawasan perbatasan negara 
Pulau Lingian, Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau 

Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Miangas, 

Pulau Marampit, Pulau Kakarutan, Pulau Intata,

Pulau Salando, Pulau Dolangan, Pulau Banggai, Pulau 

Bunaken, dan Pulau

Togean
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TARGET KINERJA:
• Ekonomi 8,3%/ tahun
• Industri 26% PDB
• 30% EBT, 100% elektrifikasi
• Produktifitas petani naik 3,9x
• Devisa pariwisata 4,9%/ thn
• IKLH >80. Emisi karbon <34-41%
• Kemaritiman (konektifitas, perikanan, 

pariwisata) 12,5% PDB
• IPM perbatasan 68

Mewujudkan lumbung ikan 

nasional yang berkelanjutan

1. sektor unggulan perikanan sebagai kawasan minapolitan yang berkelanjutan

2. perikanan, pelabuhan laut, dan lintas penyeberangan untuk produksi dan distribusi perikanan serta 

keterkaitan antarGugus Pulau

3. kualitas dan kuantitas jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air pada 

kawasan peruntukan industri dan/atau kawasan perkotaan nasional yang berfungsi sebagai pusat industri 

hilir pengolahan perikanan dan/atau industri perkapalan

4. prasarana dan sarana transportasi serta pemasaran hasil produksi perikanan dan kelautan ke pasar 

nasional dan internasional

pusat pertumbuhan ekonomi 

berbasis pariwisata, pertambangan 

mineral, minyak dan gas bumi 

lepas pantai, perkebunan, serta 

kehutanan yang berkelanjutan 

dengan memperhatikan ekosistem 

Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Kawasan industry dan mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil 

pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi

sistem jaringan prasarana yang 

handal berbasis Gugus Pulau 

serta kawasan permukiman 

perkotaan yang berbasis mitigasi 

dan adaptasi bencana

1. jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air berbasis teknologi terapan dan 

masyarakat

2. jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara 

berbasis Gugus Pulau

3. prasarana transportasi laut dan udara yang berfungsi sebagai Pintu Jamak

4. pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana

Kawasan Perbatasan sebagai 

beranda depan negara dan pintu 

gerbang internasional yang 

berbatasan dengan Negara Timor 

Leste, Negara Australia, dan 

Negara Palau

1. Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, 

serta kelestarian lingkungan hidup; dan

2. pemertahanan eksistensi 19 (sembilan belas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia

3. membangun dan memelihara mercusuar dan/atau sarana penanda di Pulau Ararkula, Pulau Karaweira, 

Pulau Panambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, Pulau 

Batugoyang, Pulau Larat, Pulau Asutubun, Pulau Selaru, Pulau Batarkusu, Pulau Marsela, Pulau 

Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, Pulau Lirang, dan Pulau Jiew

4. prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT 

berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau 

Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang

5. prasarana dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni di Pulau 

Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, 

Pulau Wetar, dan Pulau Lirang

6. pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan/atau pembangkit 

listrik tenaga angin-surya (hybrid) untuk memenuhi kebutuhan energi PPKT berpenghuni di Pulau 

Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, 

Pulau Wetar, dan Pulau Lirang

7. jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau 

Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang
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SDA

BINA 
MARGA

CIPTA 
KARYA

PnP

1. Penyediaan air minum masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat di desa rawan air, pesisir dan
daerah terpencil.

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)
3. Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)

1. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya
terbangun yang berada di kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan
gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami;

2. Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN

1. Pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan,
dan bandar udara berbasis Gugus Pulau.

2. Pengembangan prasarana transportasi laut dan udara yang berfungsi sebagai Pintu Jamak (simpul
transportasi yang menghubungkan antar Gugus Pulau di Kepulauan Maluku serta antara Kepulauan
Maluku dan pulau/kepulauan lainnya untuk mendukung kegiatan perekonomian).

3. Pembangunan Jalan Trans pada pulau tertinggal, terluar dan terdepan (P. Morotai, P. Seram, P. Wetar, P.
Moa, P. Babar, P. Selaru, P. Aru dan P. Kei Besar

1. Penyediaan air baku dengan penerapan teknologi penggunaan air laut.

2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, pembangunan prasarana pantai, penguatan tebing dan

pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku.
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TARGET KINERJA:
• Ekonomi 7,6%/ tahun
• Industri 26% PDB
• 30% EBT, 100% elektrifikasi
• Produktifitas petani naik 3,9x
• Devisa pariwisata 4,9%/ thn
• IKLH >80. Emisi karbon <34-41%
• Kemaritiman (konektifitas, perikanan, 

pariwisata) 12,5% PDB
• IPM perbatasan 60,8

Pengintegrasian kawasan 

kampung masyarakat adat 

dalam pengembangan 

wilayah Pulau Papua

Prasarana dan Sarana dasar berbasis kampung masyarakat adat untuk 

peningkatan kualitas sumber daya manusia

Pusat Klaster

1. kawasan perkotaan nasional sebagai pusat klaster

2. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri 

komoditas unggulan

3. prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri 

pengolahan serta perdagangan dan jasa

jaringan transportasi untuk 

meningkatkan keterkaitan 

antarkawasan perkotaan 

nasional

1. jaringan prasarana dan sarana transportasi sesuai dengan kondisi dan 

karakteristik kawasan.

2. jaringan transportasi antarmoda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

wilayah.

pusat destinasi pariwisata 

berbasis cagarbudaya dan 

ilmu pengetahuan, bahari, 

serta ekowisata

1. kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perkembangan pariwisata.

2. prasrana dan sarana pariwisata.

3. prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan 

antarkawasan pariwisata serta antara kawasan periwisata dan kawasan 

perkotaan.

kawasan perbatasan dengan 

pendekatan pertahanan dan 

keamanan negara, 

kesejahteraan masyarakat, 

serta kelestarian lingkungan 

hidup

1. pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu 

gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan 

pemasaran ke negara yang berbatasan.

2. sentra produksi berbasis sumber daya alam potensial dengan 

memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3. kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan 

kedaulatan negara.
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2

3

KOTA BARU 

SORONG

SENTRA KELAUTAN DAN 
PERIKANAN TERPADU (SKPT)

SKPT BIAK

SKPT TIMIKA

SKPT MERAUKE

PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN
Pembangunan jalan Trans Papua,
jalan akses KEK Sorong, jalan akses
DPP Raja Ampat, Pelabuhan Sorong,
Pelabuhan Moor (Mappi), Pelabuhan
Merauke, Bandara
Rendani/Manokwari, Bandara Nabire
Baru, Bandara Elelim, Bandara
Sobaham, dan Bandara Oksibil

PEMBANGUNAN KAWASAN 
PERBATASAN
1. Pembangunan jaringan jalan baru

yang menghubungkan antar PKSN
2. Pembangunan rumah khusus di

kawasan perbatasan,
3. peningkatan dan pengembangan

prasarana dan sarana air minum,
jaringan drainase, jaringan limbah,
dan pengelolaan persampahan

4. peningkatan dan pengembangan
prasarana dan sarana pelayanan
tenaga listrik, telekomunikasi,
fasilitas sosial, dan fasilitas umum.
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Perbatasan Negara & PPKT Prov. Aceh dan Sumatera Utara Indikator Kinerja

Kebijakan
kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan 

Negara India, Thailand, dan Malaysia

Strategi
• pos pengamanan perbatasan beserta prasarananya sesuai dengan kondisi fisik dan potensi kerawanan di Kawasan Perbatasan Negara termasuk 

PPKT
Pos pengamanan setiap 20 km

• infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah

• pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara/antarpulau, promosi, 

simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman

• pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional, simpul transportasi, dan pengembangan minapolitan 

serta didukung prasarana permukiman

• pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara, 

pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman

Kebijakan
Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing (pertanian, pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan budi daya, wisata 

bahari)

Provinsi Aceh PDRB 40,06 triliun  rupiah.  

IPM 71,9

Provinsi Sumut PDRB 55,05 Juta  rupiah.  

IPM 71,7 

Strategi • jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan / dermaga dan / atau bandar udara 100% jalan perbatasan mantap 

• jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas pusat permukiman perbatasan

• sarana dan prasarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan membuka keterisolasian wilayah

• pelabuhan dan bandar udara untuk melayani perdagangan ekspor dan/atau antarpulau

• prasarana sumber daya air di Kawasan Perbatasan Negara termasuk pulau-pulau kecil dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, 

daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi wilayah di setiap pulau

• dan memelihara prasarana sumber daya air berupa jaringan irigasi dan/atau bendungan 100% terjangkau air bersih

• kawasan peruntukan industri terpadu industri menyumbang 26% PDB

• pusat kegiatan industri di pusat permukiman perbatasan negara

• mengendalikan perkembangan kegiatan industri pada kawasan peruntukan pertanian pangan dan kawasan permukiman
Produktivitas petani meningkat 3,9 kali 

lipat

• pengembangan pembangkit listrik di Kawasan Perbatasan Negara, termasuk PPKT 100% desa terailiri listrik, EBT 31%

• Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi untuk

memenuhi kebutuhan industri di Kawasan Perbatasan Negara;

• sistem jaringan telekomunikasi guna melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya 93% desa terjangkau telekomunikasi

• meningkatkan kualitas SDM Angka partisipasi pendidikan tinggi 60%

Kebijakan mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang lestari IKLH>80

Strategi • rehabilitasi dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung untuk mempertahankan PPKT

• merehabilitasi sempadan pantai Pulau Rondo bagian utara dan selatan, pulau Berhala bagian Barat

• pemecah gelombang (breakwater) pada bagian utara Pulau Rondo dan bagian barat pulau Berhala

• fasilitas pemecah gelombang (breakwater) yang memadai di seluruh kawasan sempadan pantai yang rawan abrasi pantai
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Perbatasan Negara dan PPKT di Prov. Riau dan Kepulauan Riau Indikator Kinerja

Kebijakan
mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah 

Negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam

Strategi
• pos pengamanan perbatasan sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir Kawasan Perbatasan Negara, 

termasuk PPKT
Pos pengamanan setiap 20 km

• infrastruktur penanda sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta  karakteristik wilayah

• pusat permukiman sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi utama yaitu pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan 

keamanan, perdagangan antarnegara/antarpulau, promosi, simpul transportasi, serta industri pengolahan

• pusat permukiman sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi utama yaitu simpul transportasi regional dan 

perdagangan regional

• pusat permukiman sebagai pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi utama yaitu pelayanan kepabeanan, imigrasi, 

karantina, dan keamanan, serta promosi pariwisata dan komoditas unggulan

Kebijakan
Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing (pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, industri pengolahan dan

industri jasa pertanian pangan serta hortikultura dan perkebunan, pariwisata bahari)

Provinsi Riau PDRB 765 198,30 Milyar, 

IPM 73,00

Kepulauan Riau PDRB 268 079,99 

Milyar, IPM 75,5. Produktivitas petani 

meningkat 4,2 kali lipat

• jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga dan/atau bandar udara 100% jalan perbatasan mantap 

• jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara

• jaringan transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah serta membuka keterisoliran wilayah 

termasuk PPKT berpenghuni

• pelabuhan dan bandar udara untuk melayani Kawasan Perbatasan Negara, khususnya untuk meningkatkan perdagangan ekspor 

dan/atau antarpulau

• kawasan industri terpadu industri menyumbang 26% PDB

• pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara sebagai pusat kegiatan

industri

• prasarana energi di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung, termasuk PPKT berpenghuni 93,5% desa terailiri listrik, EBT 30%

• prasarana telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung, termasuk PPKT berpenghuni 93,3% desa terjangkau telekomunikasi

• prasarana sumber daya air di Kawasan Perbatasan Negara, termasuk PPKT berpenghuni 100% terjangkau air bersih

Kebijakan meningkatkan kualitas SDM Angka partisipasi pendidikan tinggi 60%

• kawasan berfungsi lindung yang lestari IKLH>80

• merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT yang mengalami degradasi

• prasarana pemecah gelombang pada kawasan rawan abrasi
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Strengths (S) Weaknesses (W) Opportunities (O) Threats (T)
1. Ekspor skala besar CPO sekitar 900 ton 

per hari
2. Ekspor skala kecil tanaman endemik, 

madu, beras organik, ikan air tawar, 
ikan hias

3. Jalan sejajar perbatasan Pulau 
Kalimantan mencapai 1900 km

4. PLBN yang sudah tertata dengan baik

1. Ketergantungan terhadap negara 
tetangga sangat besar, sektor tenaga 
listrik dan kebutuhan dasar sehari-hari

2. Diapit oleh 2 Taman Nasional (TN 
Danau Sentarum dan TN Betung 
Kerihun)

3. Letak PLBN dan Nanga Badau yang 
cenderung terisolir, jauh dari kawasan 
yang berkembang

1. Hilirisasi industri CPO
2. Hilirisasi sarang burung walet
3. Di sekitar PLBN sudah dibangun 

pertokoan 20 unit untuk menampung 
dan mengembangkan ekonomi 
masyarakat setempat

4. Kawasan berikat di Nanga Badau dan 
Nunukan yang menampung produk-
produk Malaysia

1. Hankam: masih banyak jalan-jalan 
lintas negara yang illegal

2. Produk-produk sehari-hari negara 
tetangga mendominasi di pasar 
perbatasan

3. Aktivitas Penambangan Emas Tanpa 
Izin (PETI) yang masuk kedalam 
kawasan hutan lindung

ANALISIS ARAHAN JAKSTRA
PENDEKATAN 

PEMBANGUNAN
PUPR NON PUPR

SO (Growth 
Oriented 
Strategi)

Meningkatkan ekspor produk-produk hilirisasi sawit Ecology Approach Kemenperin, Kemendag & 
Kemenkeu

Meningkatkan ekspor produk-produk hilirisasi sarang wallet Prosperity Approach Pengembangan PSD, konektifitas 
terbatas pada pengembangan 
ekonomi lokal (Local Economic 
Development)

Kemenperin, Kemendag & 
Kemenkeu

Memaksimalkan fasilitas perdagangan pada PLBN (kawasan berikat dan pertokoan) 
sebagai etalase produk-produk dalam negeri

Prosperity Approach PLBN

ST 
(diversifikasi)

Peningkatan fungsi hankam dengan memperkuat SDM disepanjang jaringan jalan 
sejajar perbatasan

Security Approach pembangunan rumah-rumah 
khusus TNI & Polri

Kemenhan: menambah 
personel TNI & Polri

Meningkatkan kualitas jalan sejajar perbatasan untuk memperlancar komoditas 
dalam negeri

Prosperity Approach pelebaran jalan menuju standar 
untuk mempermudah mobilitas

Kemenhub: peningkatan
kualitas sarana
perhubungan.

WO 
(defensive)

Mengurangi ketergantungan akan produk-produk negara tetangga dengan 
menciptakan produk-produk olahan sawit 

Prosperity Approach Kemenperin, Kemendag & 
Kemenkeu

Membuka keterisoliran Nanga Badau dengan pengembangan kawasan sekitar sebagai 
pusat produksi komoditas, namun tidak mengganggu fungsi lindung

Ecology Approach (pengembangan kawasan); 
Pembangunan jaringan jalan 
penghubung jalan sejajar 
perbatasan kepada pusat-pusat 
produksi

WT 
(conservative)

Meminimalisir penyelundupan dengan melibatkan aparat Hankam disepanjang 
perbatasan

Security Approach Kemenhan: optimalisasi
personel TNI & Polri yang 
sudah ada

Menjaga kelestarian TN Danau Sentarum dan TN Betung Kerihun dan menghentikan 
aktivitas penambangan liar

Ecology Approach pemda & kemenhut
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Perbatasan Negara di Pulau Kalimantan Indikator Kinerja

Kebijakan
keutuhan wilayah negara di perbatasan dengan menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan dan 

keamanan negara pada Kawasan Perbatasan Negara

Strategi • menetapkan daerah prioritas pertahanan dan keamanan negara di sepanjang Kawasan Perbatasan Negara

4 km dari garis perbatasan 

sepanjang  perbatasan Pulau 

Kalimnatan

• prasarana sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku di Pulau Sebatik 100% terjangkau air bersih

• membangun mercusuar dan infrastruktur penanda pulau terluar lainnya di Pulau Sebatik dan Pulau Gosong 

Makassar
Pos pengamanan setiap 20 km

• menetapkan Jalur Inspeksi Perbatasan (JIP)

• keterkaitan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan dengan pusat-pusat pertahanan dan keamanan

Kebijakan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang mandiri PDRB 10.285.650,2 Milyard, 

Strategi • prasarana dan sarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan permukiman

90% desa terailiri listrik, EBT 

31%, 93,3% desa terjangkau 

jaringan telekomunikasi

• fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan IPM 67,65; 

• menetapkan PKSN Entikong, PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoibabang, PKSN Nangabadau, dan PKSN Jasa 

sebagai Klaster Barat dengan prioritas pengembangan pertanian tanaman pangan dan industri pengolahan

Produktivitas petani meningkat 

3,9 kali lipat

• menetapkan PKSN Long Pahangai, PKSN Long Nawang, dan PKSN Long Midang sebagai Klaster Tengah 

dengan prioritas pengembangan ekowisata dan pengolahan hasil hutan

• menetapkan PKSN Simanggaris dan PKSN Nunukan sebagai Klaster Timur dengan prioritas pengembangan 

jasa, industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelautan

• kualitas jalan sejajar perbatasan untuk memperlancar komoditas dalam negeri 100% jalan perbatasan mantap 

• Membuka keterisoliran kawasan-kawasan perbatasan dengan pengembangan kawasan sekitar sebagai pusat 

produksi komoditas, namun tidak mengganggu fungsi lindung

• konektivitas melalui Proyek Pan Borneo (Kalimantan) - Trans Kalimantan

• improvisasi pengembangan infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan (hard & soft infrastructure)

• interaksi spasial di perbatasan dengan pembangunan kawasan perdagangan

penambahan sekolah kejuruan 

terkait perdagangan, tourism, 

industri pengolahan

• infrastruktur transportasi dan logistik untuk memfasilitasi pergerakan barang dan orang-orang di sepanjang 

perbatasan

• kualitas SDM
Angka partisipasi pendidikan 

tinggi 60%

Kebijakan mewujudkan kawasan berfungsi lindung sebagai paru-paru dunia dan perlindungan keanekaragaman hayati IKLH>80

Strategi • meningkatkan daya dukung dan pengurangan daya rusak daerah aliran sungai
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Perbatasan Negara dan PPKT Sulut, Gorontalo, Sulteng, Kaltim, Kaltara Indikator Kinerja

Kebijakan
kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan 

Negara Filipina dan Malaysia

Strategi • pos pengamanan perbatasan sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di Kawasan Perbatasan Negara termasuk PPKT Pos pengamanan setiap 20 km

• infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah

• pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara/antarpulau, promosi, 

simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman

• pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional, simpul transportasi, dan pengembangan minapolitan 

serta didukung prasarana permukiman

• pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara, 

pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman

Kebijakan kawasan berfungsi lindung yang lestari IKLH>80

Strategi • merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT yang mengalami degradasi

Kebijakan Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing (perikanan tangkap dan perikanan budi daya, perkebunan kelapa, kakao, dan pala) Produktivitas petani meningkat 3,9 kali lipat

Strategi • jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan antara sentra produksi dengan pusat pelayanan 100% jalan perbatasan mantap 

• jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas pusat pelayanan

• jaringan transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau termasuk PPKT berpenduduk di Kawasan Perbatasan Negara

• bandar udara dan pelabuhan untuk melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya

• sistem transportasi antar moda dan pelayanan perintis

• prasarana dan sarana dasar pedesaan yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan air minum, dan balai pelatihan desa

Sulawesi Utara IPM 72,9

Provinsi Gorontalo IPM 68,49

Sulawesi Tengah IPM 69,5

Kalimantan Timur IPM 76,6

Kalimantan Utara IPM 71,2

• pengembangan pembangkit listrik di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung, termasuk PPKT berpenduduk 100% desa terailiri listrik, EBT 30%

• sistem jaringan telekomunikasi guna melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya 93,25%% desa terjangkau telekomunikasi

• prasarana sumber daya air di Kawasan Perbatasan Negara termasuk pulau kecil dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya 

dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi wilayah di setiap pulau
82,36% terjangkau air bersih

• kualitas SDM Angka partisipasi pendidikan tinggi 60%
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Perbatasan Negara dan PPKT di Maluku Indikator Kinerja

Kebijakan
kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor 

Leste dan Negara Australia

Strategi • pos pengamanan perbatasan sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT Pos pengamanan setiap 20 km

• infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan serta karakteristik gugus pulau

• pangkalan/markas TNI AL, TNI AD, dan TNI AU untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara

• PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang

memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta 

didukung prasarana permukiman

• PKW atau kota kecamatan sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi simpul transportasi regional, dan perdagangan regional, serta didukung

prasarana permukiman

• pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan 

keamanan serta didukung prasarana permukiman

Kebijakan kawasan berfungsi lindung yang efektif melindungi keanekaragaman hayati, hutan lindung, dan sempadan pantai termasuk di PPKT IKLH>80

• merehabilitasi vegetasi pesisir untuk mencegah abrasi di Wilayah Pesisir, termasuk PPKT

Kebijakan
kawasan perbatasan yang mandiri dan berdaya saing (pertanian tanaman pangan, perikanan tangkap dan perikanan budi daya, kelapa dan jambu mete, 

pertambangan minyak dan gas bumi
Produktivitas petani meningkat 3,9 kali lipat

• pusat permukiman perbatasan negara melalui pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan perkebunan yang bernilai tambah 

tinggi dan ramah lingkungan
Industri menyumbang PDB 26%

• pusat permukiman perbatasan negara di Gugus Kepulauan Aru-Gugus Kepulauan Kei dengan PKSN Dobo sebagai pusat pelayanan utama, PKW Tual-

Langgur dan Benjina sebagai kota kecamatan pusat pelayanan penyangga, serta Batugoyang dan Weduar Fer sebagai desa pusat pelayanan pintu gerbang

• pusat permukiman perbatasan negara di Gugus Kepulauan Tanimbar dengan PKSN Saumlaki sebagai pusat pelayanan utama dan Larat sebagai desa pusat

pelayanan pintu gerbang

• pusat permukiman perbatasan negara di Gugus Kepulauan Terselatan dengan PKSN Ilwaki sebagai pusat pelayanan utama serta Tepa, Tiakur, dan Wonreli

sebagai desa pusat pelayanan pintu gerbang

• keterkaitan pusat-pusat permukiman perbatasan negara di PKSN Dobo-PKSN Saumlaki-PKSN Ilwaki dengan PKN Ambon

• prasarana dan sarana kesehatan, pendidikan, dan pelayanan air bersih, serta fasilitas depo bahan bakar minyak dan pangan lokal IPM 68,87

• teknologi berbasis sumber energi tenaga angin, sumber energi tenaga surya, dan sumber energi gelombang laut EBT 31%,

• fasilitas depo bahan bakar minyak di PPKT berpenghuni

• jaringan telekomunikasi berbasis satelit dan Radio Internet (Ranet) serta Broadband Wireless Access (WiMax/WiFi) 93,3% desa terjangkau jaringan telekomunikasi

• kualitas SDM Angka partisipasi pendidikan tinggi 60%

• teknologi pengolahan dan pemurnian air laut untuk penyediaan air baku dan/atau air minum

• prasarana sumber daya air untuk penyimpanan air berskala lokal 100% terjangkau air bersih

• jaringan transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpusat permukiman perbatasan negara

• bandar udara untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman perbatasan negara

• meningkatkan fungsi jalan yang menghubungkan antarpusat permukiman perbatasan negara 100% jalan perbatasan mantap 

• jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan dan bandar udara, serta membangun prasarana penyeberangan di PPKT berpenghuni

• jaringan jalan di PPKT berpenghuni sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah serta fungsi pertahanan dan keamanan negara
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Perbatasan Negara dan PPKT di Maluku Utara dan Papua Barat Indikator Kinerja

Kebijakan
kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara di Samudera Pasifik yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban wilayah

negara yang berbatasan dengan Negara Palau

Strategi • pos pengamanan perbatasan sesuai dengan kondisi dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT Pos pengamanan setiap 20 km

• infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah

• PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar 

pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman

• kota kecamatan sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala

regional, simpul transportasi, dan pengembangan agropolitan serta didukung prasarana permukiman

• pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar

negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman

Kebijakan
kemandirian dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan 

(perkebunan dengan komoditas kelapa, perikanan tangkap dan perikanan budi daya, dan pertambangan mineral)

Produktivitas petani meningkat 3,9 kali 

lipat

• memantapkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan di Kawasan Perbatasan Negara yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga 

dan/atau bandar udara
100% jalan perbatasan mantap 

• sarana dan prasarana transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau di Kawasan Perbatasan Negara

• dan meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan, pelayanan air minum, dan pendidikan/balai pelatihan IPM 68,70

• prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya 86% desa terailiri listrik, EBT 30%,

• jaringan energi berbasis sumber energi tenaga angin, sumber energi tenaga surya, dan sumber energi gelombang laut

• fasilitas depo bahan bakar minyak di PPKT berpenghuni

• jaringan telekomunikasi berbasis satelit untuk melayani pulau kecil berpenghuni
93% desa terjangkau jaringan 

telekomunikasi

• teknologi pengolahan dan pemurnian air laut untuk penyediaan air baku dan air minum

• prasarana sumber daya air untuk penyimpanan air berskala lokal 100% terjangkau air bersih

• meningkatkan kualitas SDM Angka partisipasi pendidikan tinggi 60%

Kebijakan kawasan berfungsi lindung untuk meningkatkan keberlanjutan ekosistem pulau di Kawasan Perbatasan Negara IKLH>80

• mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT
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Strengths Weaknesses Opportunities Threats
1. Memiliki potensi air baku yang besar untuk 

kebutuhan air bersih dan pertanian
2. Kawasan perbatasan negara di PLBN Yetetkun 

berada pada kawasan HPK yang masih berupa 
hutan primer. Sedangkan kampung pada 
umumnya sudah berstatus APL

3. Masyarakat adat di kawasan perbatasan sangat 
menjaga alam dan hutan dan mengambil hasil 
alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
(masyarakat subsisten)

4. Kawasan Perbatasan Negara di PLBN Yetetkun 
sudah terhubung oleh akses jalan nasional yang 
berupa Jalan Kolektor Primer dan Jalan 
Strategis Nasional

1. Masih rendahnya kualitas 
sumber daya manusia 

2. Masih terbatasnya sarana dan 
prasarana dasar pada Kawasan 
Perbatasan Negara di PLBN 
Yetetkun (Air bersih, 
pengelolaan persampahan, 
pengelolaan limbah, listrik, 
telekomunikasi)

1. Adanya ketergantungan masyarakat 
di perkampungan PNG dengan 
wilayah Indonesia untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari

2. Pusat-pusat kegiatan di kawasan 
perbatasan (Waropko dan 
Mindiptana) memiliki potensi untuk 
berkembang sebagai pusat 
perdagangan dan jasa untuk 
mendukung kawasan yang ada 
disekitarnya

1. Perdagangan narkoba dan hewan 
endemik asli Papua di kawasan 
perbatasan

ANALISIS ARAHAN JAKSTRA
PENDEKATAN 

PEMBANGUNAN
PUPR NON PUPR

SO  (Growth 
Oriented 
Strategi)

Akses jalan perbatasan dimanfaatkan menghubungkan pusat-pusat 
perdagangan dan jasa sekitar perbatasan

Prosperity
Pengembangan kawasan-
kawasan produksi

ST (diversifikasi)
Jalan perbatasan negara yang dikuatkan aparat Hankam memberantas 
perdagangan narkoba dan hewan dilindungi

Security
Kemenhan: penambahan
aparat

WO (defensive)
Peningkatan kualitas SDM dalam rangka peningkatan kegiatan 
perdagangan dengan negara tetangga

Prosperity
Pembangunan sarana 
pendidikan

Kemendiknas: penambahan
tenaga pendidik

Peningkatan PSD perkampungan dan mendukung pusat perdagangan 
perbatasan

Prosperity
PSD, Konektifitas, 
Pengembangan jaringan 
air baku 

WT (conservative)
Peningkatan pemahaman akan bahaya narkoba dan semakin langkanya 
hewan endemik

Prosperity

BNN: tindakan-tindakan 
preventif; Polri: pengawasan 
ketat pada masyarakat 
perbatasan
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Strengths Weaknesses Opportunities Threats
1. Kawasan perdagangan antar negara. Hal ini didukung 

dengan keberadaan pasar perbatasan Skouw Kota 
Jayapura yang menjadi pusat distribusi barang dan jasa 
antara masyarakat Indonesia dengan PNG. Pasar 
perbatasan Skouw juga sebagai tempat berwisata bagi 
masyarakat lokal kota Jayapura.

2. Wisatawan yang datang di kawasan perbatasan 
Indonesia-Papua New guinea setiap harinya mencapai 
700 hingga 1000 wisatawan (95%  berasal  dari  Papua  
New Guinea), sehingga pengunjung di Pasar perbatasan 
Skouw Jayapura selalu ramai setiap hari Pasar

3. Infrastruktur jaringan jalan yang menghubungkan 
antara kota Jayapura dengan kawasan perbatasan

4. Sudah terdapat gedung utama PLBN Skouw yang 
merupakan gedung pusat administrasi perbatasan yang 
mengurusi bagian imigrasi, karantina, dan bea cukai.

1. listrik dan air bersih di Kawasan 
perbatasan saat ini belum merata 
bahkan sering terjadi gangguan 
listrik, dan kekurangan air.

2. aksesibilitas khususnya angkutan 
umum dan terminal di kawasan 
pasar perbatasan ini tidak tersedia, 
sehingga pengunjung asal 
Indonesia yang berkunjung ke 
pasar perbatasan Indonesia-Papua 
New Guinea ini rata-rata 
menggunakan kendaraan pribadi.

3. Sistem kepemilikan lahan yang 
masih dalam keterkaitan dengan 
adat

4. Terdapat ketimpangan sumber 
daya manusia antara penduduk 
pendatang dengan penduduk asli.

1. Dalam RTRW Kota Jayapura, kawasan 
perbatasan Skouw - Jayapura sebagai 
perlindungan cagar budaya, benda 
peninggalan sejarah serta sebagai wisata 
budaya dean juga sebagai perdagangan dan 
jasa antara negara. hal ini mejadi peluang 
pasar perbatasan sebagai wisata belanja.

2. Pasar perbatasan antara Indonesia-Papua 
New Guinea yang ada di Jayapura Papua 
dikelola Pemprov Papua.

1. Belum optimalnya 
keamanan dan 
pertahanan di 
perbatasan Laut 
Skouw

2. Perdagangan dan 
penyelundupan 
narkoba lewat pesisir, 
pantai dan laut, 
pencurian sumber 
daya perikanan dan 
kelautan

3. Masih adanya terjadi 
konflik yang terjadi 
kawasan perbatasan

ANALISIS ARAHAN JAKSTRA
PENDEKATAN 

PEMBANGUNAN
PUPR NON PUPR

SO  (Growth 
Oriented 
Strategi)

Akses jalan perbatasan dimanfaatkan menghubungkan pusat-pusat 
perdagangan dan jasa sekitar perbatasan

Prosperity
Pengembangan kawasan-kawasan 
produksi

ST (diversifikasi)
Jalan perbatasan negara yang dikuatkan aparat Hankam 
memberantas perdagangan narkoba dan hewan dilindungi

Security Kemenhan: penambahan aparat

WO (defensive)
Peningkatan kualitas SDM dalam rangka peningkatan kegiatan 
perdagangan dengan negara tetangga

Prosperity Pembangunan sarana pendidikan
Kemendiknas: penambahan 
tenaga pendidik

Peningkatan PSD perkampungan dan mendukung pusat 
perdagangan perbatasan

Prosperity
PSD, Konektifitas, Pengembangan 
jaringan air baku 

WT (conservative)
Peningkatan pemahaman akan bahaya narkoba dan semakin 
langkanya hewan endemik

Prosperity

BNN: tindakan-tindakan 
preventif; Polri: pengawasan 
ketat pada masyarakat 
perbatasan
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Perbatasan Negara dan PPKT di Pulau papua Indikator Kinerja

Kebijakan
kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah

negara yang berbatasan dengan negara Palau, Papua Nugini, dan Australia

Strategi • pos pengamanan perbatasan sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT Pos pengamanan setiap 20 km

• infrastruktur penanda sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah

• PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan 

ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman

• PKW dan/atau kota distrik sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi simpul transportasi regional, dan perdagangan 

regional, serta didukung prasarana permukiman

• pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar

negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman

Kebijakan mewujudkan kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari IKLH>80

Strategi • mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT

• mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak

kawasan sempadan pantai dan mundurnya garis pangkal kepulauan Indonesia

Kebijakan
mewujudkan Kawasan Budi Daya perbatasan yang mandiri dan berdaya saing (pertanian, pertambangan mineral,

perkebunan, dan perikanan)

Strategi
• prasarana dan sarana transportasi jalan, kereta api, sungai, dan penyeberangan di Kawasan Perbatasan Negara untuk mendukung 

pergerakan orang dan barang

• jaringan infrastruktur transportasi antar moda yang menghubungkan Kawasan Perbatasan Negara dengan pusat pelayanan 100% jalan perbatasan mantap 

• dan meningkatkan jaringan transportasi penyeberangan dari atau menuju PPKT

• prasarana dan sarana dasar berbasis kampung yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan air minum, dan balai pelatihan IPM 80,16

• pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya

EBT 30%, 70% desa terjangkau jaringan 

telekomunikasi, 60% terjangkau air 

bersih

• Pengembangan kawasan antara Jayapura - Skouw

• Penyediaan sumber air baku

• meningkatkan kualitas SDM Angka partisipasi pendidikan tinggi 60%
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Perbatasan Negara dan PPKT di NTT Indikator Kinerja

Kebijakan
kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan 

Negara Timor Leste dan Negara Australia

Strategi • infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara

• PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang  memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, 

promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman

• kota kecamatan sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala

regional, simpul transportasi, dan pengembangan agropolitan serta didukung prasarana permukiman

• pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, 

pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman

Kebijakan kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari IKLH>80

• mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT

Kebijakan
Kawasan Budi Daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan berdaya saing (tanaman pangan, peternakan, perkebunan kelapa, kakao, dan jambu 

mete, hortikultura, perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pertambangan mangan, tembaga, dan/atau emas, pariwisata bahari, migas)

Produktivitas petani meningkat 3,9 

kali lipat

Strategi • kawasan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, hortikultura dan perkebunan, serta perikanan Industri menyumbang PDB 26%

• kawasan pariwisata bahari, budaya, dan religi dengan sarana prasarana pendukung
pertumbuhan devisa pariwisata 

4,9%/ tahun

• jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan antara sentra produksi dengan pusat pelayanan 100% jalan perbatasan mantap 

• jaringan transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau termasuk PPKT berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara

• bandar udara dan pelabuhan untuk melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya

• sistem transportasi antar moda dan pelayanan perintis

• pengembangan pembangkit listrik di Kawasan Perbatasan Negara, termasuk PPKT berpenghuni EBT 30%

• sistem jaringan telekomunikasi guna melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya
93,3% desa terjangkau jaringan 

telekomunikasi

• prasarana sumber daya air di Kawasan Perbatasan Negara termasuk pulau kecil dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya 

dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi wilayah di setiap pulau

• prasarana dan sarana dasar pedesaan yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan air minum, dan balai pelatihan desa IPM 65,23

• Memanfaatkan jaringan jalan yang ada untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah utara (PLBN motaaian) dengan selatan (PLNB motamasin)

• meningkatkan kualitas SDM
Angka partisipasi pendidikan tinggi 

60%

• Penambahan pos-pos keamanan sepanjang jaringan jalan perbatasan yang kondisinya sudah baik didukung oleh pembangunan rumah-rumah

khusus untuk aparat TNI
Pos pengamanan setiap 20 km

• Penyediaan jaringan air baku untuk mendukung sektor peternakan dan pertanian di sekitar kawasan dengan Mempercepat pembangunan Waduk 

Welikas
90% terjangkau air bersih
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Strengths Weaknesses Opportunities Threats
1. Nilai ekspor ke Timor Leste pada kondisi 

pandemi Covid-19 di bulan juli 2020 
sebesar US $ 1.554.905 melalui PLBN 
Motaai dan Pelabuhan Atafufu

2. Ekspor skala kecil produk pertanian seperti 
bawang merah, kacang tanah, sayuran 
segar, jati furnitur, semen

3. Jalan sejajar perbatasan Pulau (jalan sabuk 
merah) mencapai 170 km, menghubungkan 
PLBN Motaain-Atambua, PLBN motamasih
di Kabupaten Malaka

4. PLBN yang sudah tertata dengan baik dan 
sudah dilengkapi: bea cukai, balai 
karantina, imigrasi, rumah dinas, 
pertokoan, dry port

1. Masih rendahnya kualitas SDM dan masih 
tingginya prosentase penduduk miskin 
sekitar perbatasan

2. Ketersediaan air baku yg terbatas akibat 
kondisi iklim setempat

1. Kebutuhan pokok masyarakat Timtim  
seperti semen, sayuran, bawang merah dll 
dipasok melalui PLBN Motaain dan 
pel.atafufu.

2. produk peternakan sapi, sayuran dan 
bawang diproduksi masyarkat sekitar 
perbatasan utk diekspor ke Timtim

3. PLBN Motaain sudah dibangun pasar sbg 
tempat jual beli masyarakat kab. Belu dg 
Timor timur

4. Kota Atambua sebagai Ibukota Kab. Belu 
letaknya tidak jauh dari PLBN Motaain
menjadi faktor penting dlm mendukung 
perekonomian di sekitar PLBN Motaain

1. Karena faktor budaya yang sama antara 
masyarakat NTT dengan Timor Leste masih 
sering ditemui banyak pelintas batas yg tdk 
melalui PLBN Motaain.

2. Kondisi perekonomian Timor Leste yg 
terus memburuk dan meningkat 
instabilitas menjadi ancaman bagi wilayah 
sekitar perbatasan

ANALISIS ARAHAN JAKSTRA
PENDEKATAN 

PEMBANGUNAN
PUPR NON PUPR

SO (Growth 
Oriented 
Strategi)

Meningkatkan ekspor baik skala besar dan skala kecil dan untuk meningkatkan penerimaan 
devisa negara

prosperity Kemendag & Kemenkeu

Mengoptimalkan PLBN sebagai etalase produk-produk dalam negeri prosperity Kemendag & PLBN

Mengoptimalkan fungsi jaringan jalan perbatasan sebagai jalur distribusi barang prosperity
Kemenhub: peningkatan kualitas sarana
perhubungan.

Mengembangkan dan Memanfaatkan jaringan jalan yang ada untuk mengurangi ketimpangan 
antara wilayah utara (plbn motaaian) dengan selatan (plbn motamasin) 

prosperity

Pengembangan kawasan antara
Motaain - Motamasin. Pembangunan 
jaringan jalan perbatasan -pusat-pusat
produksi

ST (diversifikasi)

Peningkatan fungsi Hankam untuk menjaga stabilitas perbatasan yang sudah terbentuk dari 
ancaman bagi wilayah sekitar perbatasan,

security
Kemenhan: menambah personel TNI & 
Polri

Penambahan pos-pos keamanan sepanjang jaringan jalan perbatasan yang kondisinya sudah 
baik

security
Pembangunan rumah-rumah khusus 
bagi aparat Hankam

Kemenhan: penambahan aparat

WO (defensive)

Peningkatan kualitas SDM untuk dapat turut serta dalam perdagangan antar negara sebagai 
strteagi pengembangan ekonomi lokal

prosperity
pembangunan gedung sekolah-sekolah, 
Pengembangan PSD, konektifitas untuk
pengembangan ekonomi lokal

Kemendiknas: penambahan tenaga
pendidik

Penyediaan jaringan air baku untuk mendukung sektor peternakan dan pertanian disekitar 
kawasan

prosperity
Mempercepat pembangunan Waduk 
Welikas 

WT (conservative)
meminimalisir pelintas batas ilegal atau exodus dengan melibatkan aparat Hankam 
disepanjang perbatasan

security
Kemenhan: menambah personel TNI & 
Polri
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